
BUPATI JOMBANG 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 13TAHUN 2018 

TENTANG 
KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN HARANG DAN JASA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa 
daerah yang efektif, efisien, tran sparan, terbuka, bersaing, adil 
dan a kuntabel, d iperlukan suatu budaya etis da lam proses 
pengelolaan pengadaan barang dan jasa. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a , perlu m enetapkan Peraluran Bupati tentang 
Kode Etik Pengelola Pengadaaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentan g 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berila Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41), scbagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undan g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erinta h an Daerah (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom or 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa ka li , Lcrakhir dengan Unda ng-Undang 
Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Pe raturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Lentang 
Penga daan Barang/ J asa Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 99 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemben tukan Unit Layanan Pengadaan 
Barang/ J asa Pem erin La h di Lingkungan Pemerin tah 
Provinsi dan Kabupaten / Kota; 

5. Pe raturan Kepa la Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2 0 12 tentang 
Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebij akan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; 
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6. Peraturan Daerah Kabupaten J om ban g Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pera n gkat 
Daera h Kabupaten Jam bang (Lembaran Daerah 
Kabuapaten Jambang Tahun 2016 Namor 8/D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabuapaten Jomba n g Tahun 2016 
Namor 8 / 0); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapka n PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KODE ETIK 
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peratura n ini yang d imaksud dengan : 

1. Daerah ada lah Kabupaten Jambang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pem erintah Kabupaten 

Jomba ng. 

3. Bupa ti adalah Bupati J amba ng. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jombang. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang m e njadi kewenangan Daerah . 

6. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, adalah Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daera h Kabupalen 
Jombang. 

7. Kade Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, yang 
selanjutnya disebut Kade Etik, adalah pedama n sikap, 
pe rilaku, perbuatan, tulisan dan u capan pegawai dalam 
melaksa nakan tugas pa ka k dan fungsi pe ngadaan barang 
dan jasa. 

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yan g selanjutnya 
disebut APIP adalah instansi pem erinta h yang dibentuk 
dengan tugas m elaksa n akan pengawasan intern (internal 
audit) di lingkungan Pemerintah Daerah. 

9. Pengadaan barang/ jasa Pemerintah adalah kegiatan 
untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari 
tahapan perencanaan kebuluhan sampai dengan 
d iselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 
barang/ jasa. 

10. Penyedia barang/jasa adalah 
perseorangan yang memiliki 
menyedia ka n barang/ pekerjaan 
jasa kansultasi/jasa lainnya. 

badan usa h a atau 
kemampuan untuk 

kanslruksi/ d i bidan g 
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11. Pengelola pengadaan barang/jasa adalah semua personil 
terkait dengan pengadaan barang/ jasa yang memiliki 
atau yang belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa yang melaksanakan dan membantu 
pengadaan barang/ jasa. 

12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan pengguna 
barang. 

13. J asa adalah jasa layanan profesional yan g membutuhkan 
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan 
dalam suatu sistem lata kelola yang telah dikenal luas di 
dunia usaha u ntuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

14. Dokumen pengadaaan adalah semua dokumen yang 
ditetapkan oleh BPBJ yan g di dalamnya memual 
informasi dan keten tuan yang harus ditaati oleh para 
pihak dalam proses pengadaan barang/ jasa. 

15. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa 
ucapan, tulisan dan/ atau tin dakan yang dilakukan oleh 
pengelola pengadaan barang/jasa yang bertentangan 
dengan kode etik. 

16. Terlapor adalah pengelola pengadaan barang/jasa yang 
diduga melakukan pelanggaran kode etik. 

17. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban 
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus 
memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah 
atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik. 

18. Saksi adalah adalah seseorang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu 
pelanggaran kode etik yang didengar, dilihat dan dialami 
sendiri. 

19. Pengaduan adala h pemberitahuan secara lisan atau 
tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang 
berkepentingan kepada kepala BPBJ yang berwenang 
untuk dilaku kan pemeriksaan terhadap personil yang 
d iduga telah melakukan pela n ggaran kode etik. 

20. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh kepala 
BPBJ, pengelola pengadaan barang/jasa atau pihak lain. 

21. Majelis elik pengelola pengadaan barang/ jasa yang 
selanjutnya d isebut Komisi Etik adalah majelis yang 
bertugas m elakukan penegakan, pelaksanaan, dan 
penyelesaian pelanggaran kode etik. 

BAB II 
NILAI DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Nila i Dasar 

Pasal 2 

(1) Nilai dasar yang harus d ijunjung tinggi oleh personil 
meliputi: 
a. Integritas; dan 
b. Profesionalitas. 
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(2) Makna Nilai dasar sebagaimana yan g dimaksud pada ayat 
(1), adalah : 
a. Integritas a dalah kemampuan seorang untuk bertindak 

sesuai dengan nilai, norma dan etika da lam organisasi. 

b. Profesionalitas adalah nilai dasar yang m engutamakan 
keahlianyang b erlandaskan kode e tik dan keten tuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Kode Etik Pengelola Pengadaan 
Barang/ J asa adalah sebagai pedoman perilaku bagi Pengelola 
pen gadaan baran g/jasa dalam menjalanka n profesinya dan 
bagi atasan Pengelola pengadaan barang/ jasa dalam 
mengevaluasi perilaku Pengelola pengadaan barang/ jasa. 

Pasal 4 

Kode Etik bertujuan m enjaga martabat, kehormatan, citra dan 
kredibilitas Pen gelola penga daan bara n g/jasa dengan bertindak 
jujur, m andiri, tidak berpihak dan penuh ra sa ta n ggung jawab 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 

BAB III 
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip-Prins ip Pengadaan 

Pasal 5 

(1) Pengelola pengadaan barang/jasa dalam m elaksanakan 
pekerjaannya wajib m en erapkan prinsip-prins ip sebagai 
berikut: 

a. efisien; 

b . efektif; 

c. tra nsparan; 

d . terbuka; 

e. bersaing; 

f. adil/ tidak diskriminatif; dan 

g. akuntabel. 

(2) Makna prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat ( 1), ad a la h : 

a . Efisien bahwa pengadaan barang/ jasa harus 
diusahakan dengan m engguna kan dana dan daya yan g 
minimum untuk mencapai kua litas dan sasaran dalam 
waktu yang ditetapkan a tau menggunakan dana yang 
telah ditetapkan un luk mencapa i hasil dan sasaran 
dengan kua litas yang maksimum; 
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b. Efektif bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai 
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan 
serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; 

c. Transparan ba hwa semua ketentuan dan informasi 
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat 
diketahui oleh penyedia barang/ jasa yang berminal 
serta oleh masyarakat pada umumnya; 

d. Terbuka bahwa pengadaan/jasa dapat diikuti oleh 
semua penyedia bar a ng/ jasa yang memenuhi 
persyaratan atau kriteria tertenlu berdasarkan 
ketentuan dan prosedur yang jelas; 

e . Bersaing bahwa pengadaan barang/ jasa harus 
dilakukan m elalui persaingan yang sehat di antara 
sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang selara 
dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh 
barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan 
tidak ada intervensi yang mengganggu lerciptanya 
mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa; 

f. Adil/ tidak diskriminatif bahwa memberikan perlakuan 
yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan 
tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan 
kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan 
kepentingan masyarakal di atas scgalanya; 

g. Akuntabel bahwa harus sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa 
sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 

Bagian Kedua 
Etika Pengadaan 

Pasal 6 

( 1) Kode etik m1 mengikal bagi Pengelola pengadaan 
ba rang/jasa dan/atau kelompok kerja yang berlugas 
dalam pengadaan barang/ jasa. 

(2) Pengelola pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa harus m em atuhi etika sebagai 
berikut: 
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 

tanggung jawab untuk mencapa1 sasaran, kelancaran 
dan ketepatan tcrcapainya lujuan pengadaan 
barang/jasa; 

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga 
kerahasiaan dokumen-dokumen Pemilihan yang 
menurut sifatnya harus d irahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan 
barang/ jasa; 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung m aupun 
tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan 
tidak sehat; 

d . Menerima dan bertanggung jawab atas segala 
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan 
tertulis para pihak; 
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e. Menghindari dan mcncegah terjadinya pcrtentangan 
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan barang/ jasa; 

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan 
barang/ jasa; 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan 
wewenang dan/alau kolusi dengan Lujuan untuk 
kcpenlingan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
sccara langsung alau Lidak langsung mcrugikan 
n cgara; 

h. Tidak mcncnma, tidak menawarkan atau Lidak 
menjanjikan untuk mcmbcri alau mcncrima hadiah, 
imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada 
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan 
dengan pengadaan barang/ jasa; 

1. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang 
wajib dirahasiakan sesuai dcngan ketenluan peraluran 
pcrundang-undangan; 

J. Tidak mcnyalahgunakan informasi, jabalan dan/atau 
kewcnangan yang dimiliki; 

k. Tidak menyimpang dari proscdur dan pcraluran yang 
berlaku 

(3) Apabila tcrjadi perlemuan dan/ atau pembicaraan dengan 
penycdia barang/jasa di luar proses pcngadaan barang jasa 
yan g dilakukan dengan sengaja, Pengclola pcngadaan 
barang/jasa wajib membuat laporan tertulis kcpada Komisi 
Etik. 

(4) Apabila dalam melakukan tugasnya terdapat pelanggaran 
terhadap peraturan terkait pengadaan barang/ jasa secara 
tidak sengaja, Penge lola pengadaan barang/ jasa yang 
bersangkutan harus mclakukan invenlarisasi perihal 
prosedur yang Lerlcwati untuk kcmudian melaporkannya 
secara tcrtulis kcpada Komisi Gtik, serla dituangkan dalam 
Berita Acara. 

BABV 
KOMIS! ETIK 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik 
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk Kornisi 
Etik. 

(2) Komisi Etik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlanggung jawab kepada Bupali . 
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Bagian Kedua 
Keanggotaan 

Pasal 8 

(1) Keanggotaan Komis i Etik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 berjumla h ganjil yang te rdir i alas : 
a. Kelua Komisi; 
b. Wakil Kelua; 
c. Sekretaris; 
d . Anggota I; dan 
e. Anggola II. 

(2) J abatan keanggotaan Komisi Elik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai berikul: 

a. Ketua Komisi dijabat oleh Sekrclaris Dacrah: 

b. Wakil kelua komisi dijabat olch Inspcktur; 

c. Sekretaris dijabal oleh Kepa la Bagian Pengadaan 
Barang/ J asa; 

d . Anggota I d ijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah, Pendidikan dan Pelalihan; 

e. Anggota II dij abat oleh Kepala Bagian Hukum 
Sekrelariat Daerah. 

Bagian Ketiga 
Tugas 

Pasal 9 

Komis i Etik mempunyai tugas melaksanakan pcngawasan atas 
perilaku Pengelola pengadaan barang/ jasa bcrdasarkan elika 
pen gadaan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 6. 

Bagian Keempat 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 10 

(1) Pe ngan gkatan dan pemberhcntian Komisi Elik dilakukan 
oleh Bupali. 

(2) Pen gangkatan dan pemberhentian Komisi Etik 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

Pasal 11 

(1) Anggota Komis i Etik dapal d iberhenlikan sebelum periodc 
masa lugasnya berakhir apabila mcnjadi lersangka 
dan/atau terdakwa. 

(2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memiliki pangkal atau jabalan yang selingkal 
dengan pangkat atau jabalan anggola yang digantikan. 
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Bagian Kelima 
Kewenangan 

Pasal 12 

(1) Komis i Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
berwenang untuk: 

a. melaksanakan pengawasan tcrhadap pelanggaran kode 
e tik; 

b. m en enm a pengaduan/ keluhan dari penyedia 
ba rang/ jasa, Bagi an pcngadaan baran g/ jasa dan 
jajarannya, Perangkat Daerah, atau masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran kode etik; 

c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi 
terhadap la poran dugaan pelanggaran kode etik 
sehubungan dengan pengaduan yang diterima; 

d . men golah dan / atau m enga nalisis pengaduan yang 
diterima; 

e. m elaksan a ka n pemeriksaan atas pengaduan yang 
diterima; 

f. melaksanakan pemanggilan terhadap Pengelola 
pengadaan bara n g/ jasa dan pihak tcrka it; 

g. menilai ada/ tidaknya pelanggaran kodc etik olch 
Pengelola pengadaan bara ng/ jasa, baik yang 
dilaporkan oleh penyedia barang/ jasa, kuasa a tau 
wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau 
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia 
b a rang/jasa atau masyarakat dan/atau yang 
diper tanyaka n oleh pcjabat struktural. 

h . m em berikan rekomendasi pemberian sanksi alas 
pelanggaran kode etik yan g dilakukan oleh Pengelola 
pengadaan ba rang/jasa ·untuk ditetapkan oleh kepala 
Bagian pengadaan bar a ng/ jasa a tau pejabat yang 
diberika n kewenan gan; 

1. m elaporkan h asil tugas, kewcnangan dan tanggung 
jawabnya ke pada Bupati; 

J. membuat rekomendasi dan melaporkan kepada APIP 
apabila tcrhadap laporan pclanggaran kodc clik diduga 
m engandun g kerugian negara. 

k. Lapora n Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada 
huruf i dan j m engen ai pelanggaran kode etik Pengelola 
pengadaa n barang/jasa bersifat rahasia dan terbatas. 

Bagian Keenam 
Sekretariat 

Pasal 13 

(1) Da lam ran gka m emperlancar pelaksanaan tugas Komisi 
E t ik dibentuk sekretariat secara ex-officio yan g 
be rkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa 
Sckretariat Daera h Kabupatcn J o m bang. 
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(2) Sekreta riat Komisi Etik sebagaima n a dimaksud pada ayat 
(1) m empunyai lugas : 

a. menyus un da n m engajukan kcgialan dan anggaran 
Komisi Etik; 

b. melaksana kan sural mcnyural Komisi Elik; 

c. melaksanakan kegiatan adminislrasi dan keuangan 
Komisi Etik; 

d. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komisi Etik; 

e. mempersiapka n putusan Komisi Etik; 

f. me ngars ipkan h asil sidang dan kepulusan s idang Komisi 
Etik; 

g. m enyusun laporan Komisi Etik; dan / a la u 

h. m elaksana kan tugas la in yang diberikan oleh Komisi 
Etik 

BABV 
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pe ngaduan 

Pasal 14 

(1) Laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode elik 
harus memual : 

a. identitas pelapor (folo copy KTP); 
b. uraian masalah yang menjadi dasar laporan; 
c. alasan diuraikan sccara jelas dan rinci beserla a lal 

bukti; 
d . ditandalangani oleh pelapor. 

(2) Penerimaan laporan dan/ atau pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1) dilaksanakan oleh sekretarial 
Komisi Etik. 

Bagian Ke dua 
Pemeriksaan Pengaduan atau Temuan 

Pasal 15 

Pemeriksaan atas dasar pen gaduan dari masyarakat, laporan 
Pe rangkat Daerah , media m assa, da n / a la u pihak lain 
dilakukan dengan meka nisme : 

a. Komisi Etik men erima la poran dugaan pelanggaran kode 
e tik; 

b. Komisi Etik menyusun lelaaha n atas laporan dugaan 
pelanggaran kode etik; 

c. Komisi Et ik mcngadaka n rapat Komisi Elik unluk 
memba h as pengadu an; 

d. Ra pat Komis i Etik membahas pengaduan dan membual 
kes impulan layak atau lidak layak ditindaklanjuti dengan 
pemeriksaan; 
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e . Komis i Elik m en ghentika n proses penangan a n pengaduan 
a pabila kesimpula n yang diha silka n m e nyataka n tidak layak 
dan hasilnya disa mpaika n kepada pihak pengad u; 

f. Komisi Etik menindaklanjuti proses penanga n an pen gadua n 
a pabila kesimpulan yang dihasilka n m enyatakan layak 
denga n m elakukan : 

1) pcm a n ggilan pa ra piha k ; 

2) pen gumpula n bukli da n saksi; 

3 ) pem eriksaan bukti da n saksi; dan 

4) pem eriksaan terla por. 

g. Komisi Etik memeriksa, m emutuskan dan mencta pkan a da 
atau tida k a da pelanggara n terhadap kode etik; 

h. Komisi Etik da lam putu sannya mencantu mka n sanks i yan g 
dija luhka n kepada Pengelola pengadaan bara n g/ jasa yan g 
mcla nggar; 

1. Putusan Komisi Etik dilaporkan kepada Ke pa l a Bagian 
Pengad aan Barang/J a sa dengan tembusan kepada APIP 
atau pejabat yang ditunjuk m en e ta pka n pemberia n sanksi 
berdasarkan keputusan Komisi Etik. 

J. Alur penanganan pem eriksaan a las dasar pen gaduan da ri 
masyaraka l , la pora n Pera n gkal Daera h , m edia massa, 
da n /atau piha k la in Lercan tum da lam Lam piran yang 
m crupa kan bagia n tidak le rpisahkan dari Peraturan Bupali 
1n1. 

BAB VI 
TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR 

Bagian Kes atu 
Tata Cara Pemanggilan 

Pasal 16 

( 1) Komis i Etik memanggil secara tertulis Pengelola pen gadaan 
barang/ ja sa yang diduga melakuka n pela n ggaran kode etik 
sebagaima n a dimaksud dala m Pasal 5 untuk dila kuka n 
pem eriksaan. 

(2) Pem anggila n oleh Komis i Etik sebagaim a n a dimaksud pada 
ayat (1) dila kuka n palin g la m a 7 (tu juh) h a ri kerja setelah 
diteriman ya lapora n . 

(3) Pemberitahua n pem anggila n sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus sudah ditcrima oleh pela por alau kuasanya 
dan / a tau terlapor a ta u kua sanya paling lam ba t 3 (tiga) 
h a r i s e belum pcmeriksaan dilakukan . 

(4) Dala m h a l Pengelola pen gadaan ba ra ng/jasa yan g 
dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayal (1 ) Lidak h adir 
tanpa alasan yang sah pada tan gga1 pemeriksaan yang 
dite n tukan, pem a nggila n kedua dilaku kan pa ling lama 7 
(tujuh ) h ari kerja sej a k h a ri kelida kha diran pada 
pe m a n ggilan pertam a . 
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(5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditenlukan dalam 
sura t pem a n ggilan kedua, Pengelola pengadaan 
barang/jasa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) tetap 
tidak hadir dian ggap telah m elanggar kodc etik. 

(6) Dalam hal lerjadi pelanggaran kode etik 
d imaksud pada ayal (5), Komisi Etik 
rekomendasi kepada Kepala Bagian 
Ba rang/ Jasa agar Pengelola pengadaan 
d ikenakan sanksi. 

sebagaimana 
memberikan 

Pengadaan 
barang/ jasa 

(7) Alu r penanganan pelanggaran kode etik lcrcanlum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian lidak lerpisahkan dari 
Peraturan Bupa ti in i. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pemeriksaan Te rlapor 

Pasal 17 

(1 ) Komisi etik dalam melakukan pemeriksaan dapal 
bertindak proaktif ataupun berdasarkan laporan adanya 
dugaan pelanggaran kode etik. 

(2) Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
d ilakukan secara tertutup yang dikelahui dan dihadiri oleh 
Pengelola pengadaan barang/ jasa yang diduga melakukan 
pelanggaran kode etik dan Komisi Elik. 

(3) Pengelola pengadaan barang/jasa yang diperiksa karena 
didu ga melaku kan pelanggara n kode elik wajib menjawab 
perlanyaan yang diajukan oleh Komisi Etik. 

(4) Pe ngelola pengadaan barang/jasa yang d ipcriksa tidak 
bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Komisi 
Etik d ianggap mengakui pelanggaran kode ctik yang 
d idugakan kepadanya. 

(5) Hasil pemeriksaan sebagaiman a dimaksud pada ayal (1) 
dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan 

BAB VII 
SANKSI ADMINISTRA TIF 

Pasal 18 

( 1) Pengelola pengadaan baran g/ jasa yang melanggar 
kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 
6 d iberikan sanksi administratif. 

(2) Sanksi admin istratif sebagaim a n a dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. teguran lisan ; 
b . peringatan lertulis; 

c. pernyataan tidak puas; 

d. rekomendasi mutasi. 



Peraturan Bupati 
diundangkan . 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

m1 mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa ta nnya 
dalam S erita Daera h Kabupaten Jombang. 

Diundangkan d i Jombang 
pada tanggal 23 April 20 18 
Pj. SEK ARIS DAERAH 
KABU 

EKSAN GUNAJATI 

Ditetap an di J ombang 
Pada t ggal 23 April 2018 

Pjs. B PATI J MBANG, 

SETIAJIT 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 13 /E 

D:\HUKUM O\HUKUM 0\HIMPUNAN PEROUB \ PERAT\JRAN BUPATI 2018\Br.gjan Pcngada.an BIU'IUl& Jnsa\Kod~ Euk ULP doo: 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ,JOMBANG 
NOMOR 13 TAHUN 2018 
TANGGAL: 23 April 2018 

ALUR KERJA PENANGANAN KASUS OLEH KOMIS! ETIK 

A. PENDAHULUAN 

1. Komisi Etik bekerja untuk memastikan tidak ada Pcngelola pengadaan 
ba ra n g/ jasa yang melanggar kode etik. Bilamana terbukti ada 
pelanggaran yang dimaksud m aka segera diambil penanganan 
terhadap yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada 

2. Komisi Etik bekerja untuk melindungi dan menjaga nama ba ik ULP. 
Dalam h a l ini maka Komisi Etik akan bertinda k cepat dengan 
melakuka n pemeriksaan j ika ada dugaan pelanggaran oleh Pengelola 
pengadaan barang/jasa sehingga ULP lidak tcrbebani oleh 
permasalahan yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik yan g 
di la kukan oleh Pengelola pengadaan barang/jasa tersebut 

3. Oleh sebab itu maka Komisi Etik akan bekerja tidak hanya menunggu 
lapora n dari berbagai pihak a tas adanya dugaan pela ngga ran kode etik 
oleh Pengelola pengadaan barang/ jasa, namun juga akan secara aktif 
bekcrja jika m emperoleh informasi adanya dugaan pelanggaran 

terse but 
4. Informasi adanya dugaan pelanggaran kode clik olch Pcngelola 

pengadaan barang/ jasa dapat berasal dari : 
a. Penanganan kasus pidana yang melibatkan Pengelola pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan oleh Kepolisian 
b. Penanganan kasus administrasi pemerinla han yang melibatkan 

Pengclola pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh APIP 
(inspektorat atau BPKP) 

c. Pemberitaan media atas kasus yang melibatkan ULP atau Pengelola 
pengadaan ba rang/ jasa. 

d. Informasi tidak langsung (rumor) yang dianggap san gal 
menggan ggu kredibilitas Pengelola pengadaa n barang/jasa maupun 

ULP secara kelembagaan 
5. Seliap Anggota Komisi Elik dapal meminla sidang Etik jika 

memperoleh informasi terkait a danya dugaa n pelanggaran kode etik 
yang berasal dari keempat sumber di atas 
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B. ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK 

1. Alur Penanganan Kasus Jika Ada Pengaduan 

Jika Lidak lengkap maka 
berkas dikembalikan 

dan laporan tidak dapat 
dilanjutkan 

Jika t idak hadir hingga 2 
kali, maka terlapor 
dianggap mengakui 

melakuka n pelanggaran 

oleh Pihak yang Mengetahui 
adanya Dugaan Pelanggaraan Kode 

Etik 

I 
Diterima Sekretariat 

Verifikasi 
Kelcngkapan 
Administrasi 

Jika bekas le ngkap maka 
disampa.ikan ke Komisi Etik 

untuk ditindaklanjuti 

Jika hadir maka akan 
d1lakukan pemeriksaan 

Proses pemeriksaan : 
para p ihak, a lat bukti 

Putusan 
Komisi Etik 

Pemanggilan 
Pelapor 
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2 . Alur Penangan a n Kasus Jika Ada Rumor atau Pemberitaan Media 

Anggota Komisi Etik 
Mcnemukan Adanya Rumor 

atau Serita di 
McdiaPengaduan Rcsmi 

Sidang Pendahuluan yang 
Dihadiri Sctidaknya 3 Anggota 

Pemanggilan ke Terduga dan 
Para Pihak yang Dianggap 

Mengetahui adanya Dugaan 
Pelanggaran 

Jika tcrbukti, salah satu 
an ggota sidang pcndahuluan 

melaporkan kc sckrctariat 
untuk dilanju tkan kc sidang 

komis is ctik 

Jika tidak terbukti maka : 
Nama baik personil 
yan g bersangkutan 
d ipulihkan 

• Mcrckomendasikan ke 
ULP untuk 
mcnindaklanju ti 

3. Jika ada kasus terkait Personil ULP yang sedang ditangani oleh 
Kepolisia n atau APIP m a ka sala h satu a n ggota Komisii Etik meminta 
sekretariat un tuk m enyiapkan Sidang Etik 

D:\IIUKUM 0\IIUKUM 0\IIIMPUNAN PERBUB\PERATURAN BUPATI 2018\Bagian Pcngndaan Barang Jasa\Kodc Etik ULP.docx 


